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PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK : TANGGUNG JAWAB 
PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI  

 
Oleh : Erman Rajagukguk* 

 
 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah menggantikan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebelum tahun 1995, pengaturan Perseroan 
Terbatas dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berasal dari 
Negeri Belanda dan diperlakukan di Indonesia mulai tahun 1848.1 

Paragraph-paragraph berikut ini akan menguraikan tanggung jawab Pemegang 
Saham dan Direktur menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru. Putusan-
putusan Pengadilan pada masa lalu akan melengkapi pula uraian berikut ini karena masih 
relevan, sebab bunyi ketentuannya tidak berubah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang (KUHD) dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 
1995. Beberapa ketentuan mengenai tanggung jawab Pemegang Saham dan Komisaris 
dalam  Undang-Undang yang baru sama pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 
1 Tahun 1995.  

Walaupun Indonesia digolongkan dalam negeri dengan sistem hukum “Civil Law” 
yang tidak menganut “Stare Decisis Doctrine” seperti “Common Law”, yaitu hakim yang 
belakangan wajib mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara yang faktanya 
sama; terlihat dari uraian berikut ini perlunya konsistensi putusan hakim di Indonesia untuk 
menciptakan kepastian hukum. 

Putusan-putusan Pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung menjadi penting 
untuk menjelaskan maksud Undang-Undang dan konsistensi penerapan hukum perusahaan 
di Indonesia. Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya dapat berfungsi sebagai 
lembaga yang menciptakan unifikasi, menjalankan reformasi, dan melaksanakan 
pengawasan terhadap Pengadilan di bawahnya.2 

 
 

Tanggung Jawab Pemegang Saham 
 

   Pasal   3   ayat  (1) Undang-Undang Perseroan  Terbatas   yang  baru menyatakan 
bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan 
yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 
melebihi saham yang dimiliki. Ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku apabila : 
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a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 
b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 
c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Perseroan; atau  
d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan 
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 

 
Pasal 3 ayat (2a) Undang-Undang yang baru ini yang menyatakan, bahwa 

Pemegang Saham bertanggung jawab pribadi bila persyaratan Perseroan sebagai badan 
hukum belum atau tidak terpenuhi; adalah sama dengan Pasal 3 ayat (2a)  Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1995. Ketentuan tersebut juga sama dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang (KUHD).  

Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan para persero 
diwajibkan mendaftarkan akta Perseroan seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya 
dalam register umum yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 
mana dalam daerah hukumnya Perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan 
mereka diwajibkan mengumumkannya dalam Berita Negara. Segala sesuatu yang tersebut 
di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau 
dalam hal waktu perseroan diperpanjang. 

Selanjutnya Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan 
selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian 
pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk 
seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak disebutkan tanggung 
jawab Pemegang Saham, bila Akta Pendirian belum didaftarkan di Kementerian 
Kehakiman. Namun demikian Pengadilan Negeri Semarang dalam Raden Roosman v. 
Perusahaan Otobis N.V. Sendiko, No. 224/1950/Perdata (1951) memutuskan, karena 
“persekutuan sero” dalam perkara ini belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman 
sebagai badan hukum, pengesahan mana adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu 
Persekutuan Sero (NV), maka seharusnya yang digugat ialah semua persero yang telah 
menandatangani perjanjian.  

Sengketa ini bermula dari Raden Roosman, Penggugat, telah ditetapkan menjadi 
Presiden Direktur Perusahaan Otobis N.V. Sendiko dan mendapat hak atas honorarium 
setiap bulan mulai bulan Maret 1950. Namun mulai 1 Oktober 1950, Penggugat meletakkan 
jabatannya dengan mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya adalah ingin aktif di 
lapangan lain dan juga karena honorariumnya tidak dibayar sejak bulan Juli 1950. Ia 
menggugat N.V. Sendiko, yang diwakili oleh Liem Khian An yang mengurus keuangan 
N.V. Sendiko.  

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan, apakah N.V. Sendiko memang 
benar suatu badan hukum atau tidak, oleh sebab hal ini sangat penting artinya bagi dapat 
atau tidak diterimanya gugatan Pengugat oleh Pengadilan. Adalah suatu kenyataan N.V. 
Sendiko belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, 
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sehingga menurut Pengadilan Perseroan itu hanya merupakan suatu perjanjian belaka 
diantara pesero-pesero. Berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD), pihak pengurus dari perkutuan yang disahkan, adalah masing-masing 
bertanggung jawab sendiri-sendiri untuk seluruhnya atas segala akibat dari semua tindakan 
yang dijalankan oleh mereka masing-masing terhadap orang lain.  

Pengadilan berpendapat, karena itulah gugatan Pengugat terhadap Tergugat  dalam 
bentuk selaku persekutuan sero N.V. Sendiko menurut hukum tidak tepat. Seharusnya yang 
digugat itu semua persero yang telah menandatangani perjanjian sebagaimana yang dibuat 
dimuka Notaris Gusti Djohan tersebut. Dalam putusannya, Pengadilan menyatakan gugatan 
tidak dapat diterima.3 

  
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan 

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam 
Bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (5) menyatakan, setelah Perseroan memperoleh status badan 
hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang 
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan 
mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

Selanjutnya ayat (6) menyatakan, bahwa bila jangka waktu tersebut telah lampau, 
pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung 
jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian Perseroan dan atas permohonan 
pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. 
Pasal tersebut sama dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tidak ada ketentuan 
pemegang saham menjadi bertanggung jawab pribadi, bila ia satu-satunya pemegang 
saham. Akan tetapi Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 1973, jadi sebelum lahirnya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, berpendapat sama dengan Pengadilan Tinggi Jakarta, 
Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta pribadi pemegang 
saham tersebut dapat disita untuk pembayaran hutang yang dibuat perseroan.  

Hal ini dapat dilihat dalam perkara O. Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran 
Samudera “Gesuri Lloyd”, No. 21/Sip/1973 (1973). Sengketa ini bermula dari PT. Gesuri 
Lloyd, sebagai penggugat dalam perkaranya melawan PT. Toko Tujuh Belas/Bank Pertiwi, 
telah mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, untuk 
melakukan penyitaan eksekusi atas rumah Jl. Sam Ratulangi No. 24 Jakarta. Penyitaan 
eksekusi dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1970. Pemohon O. Sibarani, meminta 
agar penyitaan tersebut dicabut, karena rumah itu bukan milik PT. Toko Tujuh Belas, tetapi 
miliknya pribadi.  

Menurut Penggugat, bahwa PT. Toko Tujuh Belas yang dipimpin oleh Pembantah, 
O. Sibarani dan ia juga pendirinya, telah mempunyai hutang karena telah menerima 5000 
peti susu dari Penggugat. Hutang Pembantah O. Sibarani tersebut telah dibenarkan oleh 
Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 91/686 yang diperkuat dengan putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/1969 PT.Perdata. Putusan tersebut mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat, karena Pembantah tidak mengajukan kasasi. 
                                                 

3 Raden Roosman v. Perusahaan Otobis N.V. Sendiko, No. 224/1950/Perdata (1951). 
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya, menyatakan, antara lain, 
bahwa PT. Tujuh Belas yang sudah mempunyai status badan hukum, yang bertanggung 
jawab atas hutang PT, bukan pengurusnya dalam hal ini O. Sibarani. Berdasarkan alasan 
ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mencabut penyitaan eksekusi tersebut.4 
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan 
Negeri.  

Pengadilan Tinggi berpendapat PT. Tujuh Belas adalah suatu Perseroan Terbatas 
yang praktis perusahaan satu orang, karena O. Sibarani satu-satunya pemegang saham. 
Mengingat juga hutang perusahaan meliputi $ 32,841.27 yang tidak dijamin oleh harta 
kekayaan lain dari perusahaan, Pengadilan Tinggi berpendapat penyitaan rumah Jalan Sam 
Ratulangi No. 24 tersebut dapat dibenarkan. Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan 
putusan Pengadilan Negeri.5 

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan 
Tinggi, bahwa PT. Tujuh Belas dalam prakteknya, dan bukan menurut hukum adalah 
perusahaan satu orang dari O. Sibarani dengan nama P.T., dan oleh karena itu penyitaan 
rumah tersebut milik Penggugat dapat dibenarkan.6 

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan hukum yang diciptakan oleh hakim, 
karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku waktu putusan ini 
dibuat, tidak memuat ketentuan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung tersebut. Baru 
pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, substansi ini dicantumkan pada Pasal 7 ayat (4) 
dan kemudian ditempatkan lagi dalam pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas 
yang baru.  
 
 

Tanggung Jawab Komisaris 
 

Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, antara lain menyatakan anggota Dewan 
Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota Direksi, 
apabila perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa perseroan belum memperoleh 
status badan hukum.  

Selanjutnya Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa amggota Dewan Komisaris yang 
menandatangani laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, 
bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Dewan Direksi yang 
menandatangani juga laporan keuangan tersebut.  

 
Berkenaan dengan tugas-tugas Komisaris, pasal 114 ayat (1) menyatakan Dewan 

Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 108 ayat (1).  

Ayat (2) menentukan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, 
kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian 

                                                 
4 O. Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Lloyd”, No. 28/1971 G (1971). 
5 O. Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Lloyd”, No. 293/Pdt/1971/PT.DKI 

(1972).  
6 O. Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Lloyd”, No. 21/Sip/1973 (1973). 
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nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (3) menyatakan, bahwa 
setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

Ayat (4) menyebutkan, bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) 
anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.   

Namun demikian menurut ayat (5), anggota Dewan Komisaris tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat 
membuktikan: 

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas 
tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan  

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 
kerugian tersebut. 
 
Pasal 114 ayat (6) adalah gugatan “derivative action” oleh Pemegang Saham 

terhadap anggota Dewan Komisaris. Dikatakan, atas nama perseroan pemegang saham 
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau 
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. 

Pasal 115 mengatur tanggung jawab Komisaris berkenaan dengan kepailitan. Ayat 
(1) menyebutkan, bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian 
Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan 
oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban 
Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung 
renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum 
dilunasi. Ayat (2) menyatakan, bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun 
sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.  

Namun demikian sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3), anggota Dewan 
Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: 

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;   
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan  
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.  
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Tanggung Jawab Direksi Sebelum Perseroan  
Mempunyai Status Badan Hukum 

 
Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan yang baru menyatakan Perseroan 

memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Menteri. Pasal 
14 ayat (1) Undang-Undang yang baru ini menyatakan, perbuatan hukum atas nama 
Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh 
anggota Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris 
Perseroan. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung renteng semua pendiri, anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

Selanjutnya, Pasal 30 menyatakan Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia : 

a. akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4); 

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 21 ayat (1); 

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. 
 

Undang-Undang Perseroan yang baru ini tidak menetapkan tanggung jawab Direksi 
sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Ketentuan tersebut di atas berbeda 
dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dimana dikatakan, selama pendaftaran 
dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1995 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung 
jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.  

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tersebut sama dengan Pasal 39 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu selama pendaftaran dan 
pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang 
demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka 
terhadap pihak ketiga.  

Menarik untuk mencermati dua putusan Pengadilan berikut ini pada waktu 
ketentuan Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
masih berlaku. 

Pertama, dalam Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 
(1976), Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Tinggi, bahwa kelalaian untuk memenuhi Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD), yaitu para pesero wajib mendaftarkan akta pendirian beserta pengesahaanya 
dalam register umum dan mengumumkan dalam Berita Negara, mengakibatkan para 
persero bertanggung jawab pribadi. 

Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan sita jaminan terhadap sebuah sedan 
Chevrolet Impala pada tanggal 29 Mei 1971 milik PT. Puja. Pembantah mengatakan mobil 
itu bukan miliknya pribadi, sehingga penyitaan tersebut tidak sah, karena benda tersebut 
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-piutang Direktur atau pemegang sahamnya. 
Direktur tersebut adalah anak Pembantah bernama Rama. 
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Pengadilan Negeri Bandung ingin mempertimbangkan lebih dahulu apakah PT. Puja 
sudah mempunyai status Badan Hukum atau belum, karena dengan status Badan Hukum 
itulah PT. Puja berhak ke Pengadilan.  

Semula pada tanggal 24 Oktober 1952, didirikan PT. Dagang dan Motor ”Sumber 
Motor NV”. Pada tanggal 9 Pebruari 1957, perusahaan ini berubah nama ”NV. Perseroan 
Dagang Sumber General Trading Corporation”. Pada tanggal 9 Oktober 1961, perusahaan 
ini berubah lagi menjadi “PT. Pudja & Industrial Corporation”.  

Walaupun NV. Sumber Motor telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman 22 
Oktober 1953, kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung 23 Maret 1954, namun 
ternyata belum diumumkan dalam Berita Negara. Perubahan-perubahan tersebut belum 
pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dan belum diumumkan dalam Berita 
Negara. 

Pengadilan Negeri, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 38 Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan “Kesemuanya yang tersebut di atas 
berlaku juga bagi perobahan-perobahan dalam syarat-syarat dan perpanjangan waktu 
perseroan”. PT. Puja, menurut Pengadilan Negeri tidak dapat memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana diminta oleh Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maka 
ia tidak mempunyai status badan hukum, karena kalau tidak pernah dilakukan pengumuman 
tersebut hanyalah diperlakukan sebagai suatu Firma. Oleh karenanya, menurut Pengadilan 
Negeri, PT. Puja tidak dapat maju ke depan Pengadilan.7 

Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri, karena mobil 
tersebut telah dilelang.8 Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi.9 

 
Dalam perkara lain Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 297 

K/Sip/1974 (1976), Penggugat Hamlan HS, telah berperkara dengan ayah Tergugat I, di 
Banjarmasin, dan memohon penyitaan jaminan rumah ayah Tergugat I di Jl. Mangga Besar 
124 Jakarta. Ketika rumah tersebut hendak dilelang, Tjew Su Tjhin menunjukkan sertifikat. 
Rumah tersebut adalah rumah yang dibeli oleh ayah Tergugat I Thio Sin Min, tetapi dibalik 
nama atas nama Tergugat I, agar terlepas dari tuntutan hukum PT. Pancamitra yang 
mempunyai tagihan atas Firma Thio Sin Min. Penjualan rumah tersebut sangat merugikan 
kreditor dalam hal ini PT. Pancamitra.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Hamlan HS selaku Direktur Utama 
PT. Pancamitra minta Pengadilan menyatakan batal demi hukum jual beli rumah Jl. 
Mangga Besar 124 tersebut.  

Sebelum mengambil putusan, Pengadilan mempertimbangkan apakah Hamlan HS 
atau PT. Pancamitra sebagai Penggugat? Kemudian apakah PT. Pancamitra tersebut benar-
benar merupakan P.T., menurut hukum Indonesia? 

Ternyata PT. Pancamitra telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada 
tanggal 18 Juli 1981. Pengadilan Negeri membatalkan perjanjian jual beli rumah Jl. 
Mangga Besar 124 tersebut.10  

                                                 
7 Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 433/71/C/Bdg/Bantahan (1972). 
8 Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 171/1972/Perd/PTB (1973).  
9 Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 (1976). 
10 Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 429/1970 G. (1970). 
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Pada tingkat banding, Tergugat II menyatakan dalam eksepsinya, bahwa jelas dari 
surat gugatan 30 April 1970 tercantum “Hamlan HS”, tidak bertindak selaku Direktur untuk 
dan atas nama badan hukum Pancamitra dan juga tidak tercantum PT. Pancamitra yang 
dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Hamlan HS. Menurut hukum harus dibedakan tegas 
antara natuurlijk persoon Hamlan HS dan badan hukum PT. Pancamitra.  

Tergugat II menyatakan pula, PT. Pancamitra belum merupakan suatu badan hukum 
sebagai P.T., oleh karenanya PT. Pancamitra baru hanya sekedar mendapat pengesahan dari 
Departemen Kehakiman mengenai naskahnya, tetapi belum atau tidak diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia dan belum/tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri 
tempat kedudukannya. Pengumuman dalam Berita Negara dan pendaftaran pada Pengadilan 
Negeri adalah merupakan conditio sine qua non bagi suatu perseroan untuk dapat bertindak 
dan menyebut dirinya Badan Hukum. 

Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima eksepsi Tergugat II tersebut, antara lain 
karena dengan adanya pengesahan Menteri Kehakiman terhadap PT. Pancamitra, 
perusahaan tersebut sudah merupakan suatu Badan Hukum; sedangkan belum diadakan 
pendaftaran dan pengumuman hanya membawa akibat bagi pertanggungjawaban pengurus 
terhadap pihak ketiga (Pasal 39 KUH Dagang).11 

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan Hamlan HS bertindak selaku 
Direktur Pancamitra, sebagaimana pendapat Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung juga 
berpendapat, seandainya benar PT. Pancamitra belum diumumkan dalam Berita Negara, hal 
itu tidak berarti bahwa P.T. tersebut belum merupakan badan hukum, melainkan hanya 
pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga adalah seperti di atur dalam Pasal 39 Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hal tersebut tidak mempunyai akibat hukum 
bahwa P.T. tersebut tidak mempunyai “persona standi in judicio”.12  

 
Putusan Pengadilan Negeri berikut ini menetapkan seluruh pemegang saham, 

komisaris dan pengurus bertanggung jawab pribadi dan tanggung renteng, karena kredit 
diberikan kepada suatu Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum 
dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. 

Dalam PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan 
BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977), sengketa bermula dari 
Penggugat PT. Evergreen Printing Glass menggugat Presiden Direkturnya sendiri Willem 
Sihartoe Hoetahoeroek.  

Pada tanggal 29 Desember 1975 telah dilakukan persetujuan membuka kredit antara 
Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 62.500.000,- sebagai jaminan kredit tersebut telah 
diserahkan oleh Tergugat I barang-barang miliknya pribadi kepada Tergugat II, yaitu tanah 
seluas 1.643 m2 berserta rumah di atasnya.  
Penggugat menyatakan, antara lain, bahwa :   
      

1. Bahwa menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebelum 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sebuah P.T. diumumkan didalam Berita 
Negara, maka pengurus bertanggung jawab secara perseorangan atas pebuatannya 

                                                 
11 Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 119/1973 Perdata (1973). 
12 Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 297 K/Sip/1974 (1976). 
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terhadap pihak ketiga. Karena PT. Evergreen Printing Glass belum mendapat 
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan 
Berita Negara maka Tergugat I bertanggung jawab pribadi bagi pengembalian kredit 
tersebut kepada Tergugat II.  

2. Tergugat I beritikad buruk, dan perbuatan melawan hukum Tergugat I lebih terbukti 
lagi, karena Tergugat I mengganti jaminan kredit tersebut dari barang-barang 
pribadinya menjadi tanah, gedung dan mesin-mesin Penggugat, tanpa minta 
persetujuan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. 
 
Penggugat, antara lain berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas meminta 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat – Selatan, antara lain, menyatakan perbuatan Tergugat I 
merupakan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya menyatakan perjanjian membuka 
kredit adalah untuk dan atas nama Tergugat I pribadi, dan tidak mengikat Penggugat.  

Tergugat I dalam eksepsinya, yaitu bantahan bukan mengenai pokok perkara, 
menjawab antara lain, bahwa Akta Pendirian PT. Evergreen Printing Glass dan perubahan-
perubahannya belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan belum didaftarkan 
dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karenanya belum merupakan suatu 
badan hukum yang dapat diwakili oleh seorang Direktur. Oleh karenanya tindakan Direktur 
haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh persero.  

Dalam pokok perkara, Tergugat I menjawab gugatan Penggugat, dengan 
menyatakan, antara lain, bahwa BNI 46 Cabang Jakarta Kota (Tergugat II) dalam suratnya 
kepada PT. Evergreen Printing Glass (Penggugat) tertanggal 26 Desember 1975, 
menyatakan kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat antara lain, sebesar Rp. 
15.000.000,- adalah untuk pelunasan tanah pabrik. Anggunan adalah harta tetap milik 
perusahaan dan harta milik para pesero/pengurus sampai jumlah yang cukup. Setelah surat-
surat pemilikan PT. Evergreen Printing Glass dapat diselesaikan dengan pelunasan tanah 
pabrik, maka barang anggunan milik pribadi Tergugat I, sesuai perjanjian dengan Tergugat 
II, dapat diganti dengan harta milik perusahaan. Surat-surat bukti pemilikan tanah dari 
perusahaan telah mencukupi syarat-syarat anggunan kredit bank tersebut. 
 

Akhirnya Tergugat I meminta agar Pengadilan, antara lain, menyatakan bahwa 
Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat II sesuai dengan Persetujuan Membuka 
Kredit tanggal 30 Desember 1975 dan menghukum Penggugat untuk membayar Rp. 
69.524.203,- beserta bunga dan denda lainnya kepada Tergugat II. 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat – Selatan dalam pertimbangannya, bahwa ternyata 
benar, akta pendirian yang memuat anggaran dasar dari PT. Evergreen Printing Glass 
tersebut belum dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman, sehingga belum juga 
diumumkan dalam Berita Negara. Karena hal-hal itu belum dilakukan, sedang sebelumnya 
P.T. tersebut sudah bekerja dan bertindak keluar, antara lain sudah mengadakan hubungan 
hukum dengan Tergugat II, maka Pengadilan menganggap PT. Evergreen Printing Glass 
tersebut status hukumnya masih merupakan sebuah perseroan firma. Akibatnya para pesero 
dan para pengurusnya bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung menanggung 
terhadap setiap perjanjian yang telah dibuat atas nama perseroan.  

Sebagai akibat pertanggungjawaban secara tanggung menanggung tersebut, maka 
apabila salah seorang pesero mengadakan tindakan hukum keluar, termasuk mengajukan 
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gugatan di Pengadilan, ia tidak perlu mendapat kuasa khusus dari para persero/pengurus 
lainnya, sebab sudah dengan sendirinya para pesero/pengurus lainnya itu terikat oleh segala 
tindakan yang dilakukan oleh salah seorang persero tersebut. 

Pengadilan berpendapat, karena status Penggugat masih belum merupakan P.T., 
maka pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab atas kredit tersebut, maka sudah 
selayaknya barang-barang milik para pengurus menjadi jaminan kredit, maka pelepasan 
barang-barang jaminan Penggugat ditolak.13 

Belum diperoleh putusan Pengadilan Tinggi dan/atau putusan Mahkamah Agung 
mengenai perkara ini.  

  
Perkara menarik lainnya mengenai tanggung jawab Direksi, Komisaris dan 

Pemegang Saham sebelum Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. mendapat pengesahan 
Menteri Kehakiman dan belum diumumkan dalam Berita Negara dapat dilihat dalam 
perkara  PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan 
Ferdy Hardi Wijaya, No. 520 K/Pdt/1996 (1997). Sengketa ini bermula dari permohonan 
kredit yang dikabulkan oleh Penggugat untuk Tergugat Asli I, II, III dan IV tanggal 7 
September 1989. Para Tergugat menandatangani surat utang sebesar Rp. 140.000.000,- dan 
harus dibayar 7 September 1992. Ternyata para Tergugat tidak mampu membayarnya.  

Dalam gugatannya Penggugat minta agar Pengadilan menyatakan Tergugat I, II, III 
dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah berhutang kepada 
Penggugat dari penerimaan fasilitas kredit pinjaman trasaksi khusus sebesar Rp. 
142.421.968,- dan menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah wanprestasi. Selanjutnya   
menghukum Tergugat I, II, III dan IV baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng 
membayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 142.421.968,- beserta bunga pinjaman 
sebesar 13,5% setahun dari outstanding pinjaman yang belum terbayar. 

 
Tergugat III dan IV dalam jawabannya menyatakan bahwa yang berhutang 

sesungguhnya adalah PT. Dharma Winarco yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Kehakiman tanggal 11 April 1989. Para Tergugat berpendapat, menurut hukum yang harus 
digugat adalah PT. Dharma Winarco dan bukan pribadi Tergugat III dan IV baik sebagai 
pemegang saham maupun sebagai Direktur dan atau Komisaris PT. Dharma Winarco 
tersebut. PT. Dharma Winarco selaku subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban 
yang terpisah dengan pengurus dan pemegang saham harus ditempatkan sebagai Tergugat. 
Dan kepadanyalah harus dibebani kewajiban membayar hutang-hutangnya kepada 
Penggugat, karena PT. Dharma Winarco mempunyai kekayaan sendiri dan tidak bisa 
dibebankan kepada pribadi Tergugat III dan IV. Dengan demikian kekayaan Tergugat III 
dan IV tidak dapat dibebani penyitaan.  

Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam putusannya menyatakan tanggal 5 
Pebruari 1994 mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Menghukum Tergugat 
I, II, III dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar 

                                                 
13 PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta 

Kota, No. 220/1976 G (1977). 
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hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 142.421.968,- 
ditambah bunga pinjaman sebesar 13,5% setahun.14 

Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 19 Oktober 1994 
membatalkan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Tersebut.15 

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan, antara lain, bahwa Pengadilan 
Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban 
perngurus sebuah Perseroan. Pada waktu Tergugat I, II, III dan IV atas nama PT. Dharma 
Winarco, meminjam uang dan menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan kemudian 
menandatangani surat hutang dengan memakai jaminan No. 46 pada tanggal 7 September 
1989, status PT. Dharma Winarco belum memperoeh pengesahan Menteri Kehakiman 
sebagai badan hukum. Status hukum dan tanggung jawab PT. Dharma Winarco ketika itu 
jelas adalah bersifat Firma, dengan demikian yang harus bertanggung jawab melunasi 
hutang atas nama PT. Dharma Winarco yang dibuat oleh para pengurusnya adalah Tergugat 
I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng. Kemudian ternyata PT. Dharma Winarco 
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk memperoleh status sebagai Badan 
Hukum, maka tentu tanggung jawab renteng Tergugat I, II, III dan Tergugat IV bagi 
pengembalian fasilitas kredit tersebut, tidaklah harus menurut hukum karena tanggung 
jawab renteng tersebut telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh Penggugat dengan Tergugat 
I, II, III dan IV. Jika memang ada perubahan tanggung jawab PT. Dharma Winarco yang 
semula bersifat Firma, menjadi tanggung jawab terbatas, maka perubahan tersebut 
disamping tidak mengikat Penggugat juga tidak menghapus tanggung jawab Tergugat I, II, 
III dan IV secara tanggung renteng atas penyelesaian hutang kepada Penggugat. 

Menurut Mahkamah Agung lagi, bahwa walaupun PT. Dharma Winarco sudah ada 
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman, namun perjanjian fasilitas 
kredit dan surat hutang yang ditandatangani para Tergugat dengan memakai jaminan 
tanggal 7 September 1989 tetap mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang 
(Pasal 1338 BW) dan para Tergugat bertanggung jawab atas pelunasannya. 

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 
terdahulu dan memutuskan antara lain menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV baik 
sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat 
secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 142.421.968,- ditambah bunga pinjaman sebesar 
13,5% setahun.16 

Sayangnya tidak terungkap dalam perkara ini, apakah para pemegang saham 
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan segala tindakan 
sebelum pengesahan perusahaan sebagai badan hukum; dengan adanya surat keputusan 
Menteri Kehakiman tersebut, menjadi tanggung jawab perseroan. Jika ada  RUPS mengenai 
hal tersebut dapat diperkirakan surat hutang tersebut di atas tidak berlaku lagi.                    
 
 
                                                 

14 PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 
31/PTS.PDT.G/1993/PN.UJ.PDG (1994). 

15 PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 
125/PDT/1994/PT.UJ.PDG (1994). 

16 PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 
520 K/Pdt/1996 (1997). 
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Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan  
Memiliki Status Badan Hukum 

 
Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan 

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 
mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. 

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menyatakan, perbuatan hukum atas nama Perseroan 
yang belum memperoleh status Badan Hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota 
Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, 
mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. 

Ayat (2) Pasal 14 selanjutnya menyatakan, dalam hal perbuatan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan 
yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung 
jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, Pasal 30 ayat (1) menyatakan, 
Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia : 

a. akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4); 

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 21 ayat (1); 

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. 
 
Pengumuman yang dilakukan oleh Menteri tersebut harus terlaksana dalam 14 hari 

setelah keputusan Menteri lahir.  
Tampaknya Undang-Undang yang baru ini menetapkan, bahwa setelah Perseroan 

Terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, Pemegang Saham, Komisaris, 
dan Direksi tidak bertanggung jawab pribadi. Tidak ada satu pasal pun yang menetapkan 
bagaimana tanggung jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam periode setelah 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai 
dengan perusahaan tersebut didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang lama, dalam Pasal 23 menyatakan, selama 
pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka Direksi secara tanggung renteng 
bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Ketentuan Pasal 23 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sama dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD). 

Beberapa putusan Mahkamah Agung berikut ini pada waktu Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang (KUHD) masih berlaku dapat memberikan gambaran tentang tanggung 
jawab Direksi setelah perusahaan mendapat status badan hukum. 

Dalam perkara Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 268 K/Sip/1980 
(1982), Mahkamah Agung berpendapat Tergugat Ny. Maryam Abas sejak tanggal 20 
Desember 1977 bukanlah Direktris lagi dari PT. Cikembang. Oleh karena PT. Cikembang 
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tanggal 13 Januari 1976, dengan 
demikian Perseroan Terbatas tersebut telah merupakan dan berbentuk badan hukum. Oleh 
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karena itu Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pribadi tergugat, yang tidak 
ada hubungan dan sangkut paut sama sekali dengan PT. Cikembang. 

Perkara ini bermula dari PT. Cikembang pada masa Direktrisnya Ny. Maryam Abas, 
yang memesan bahan-bahan bangunan untuk proyeknya yang bernilai Rp. 23.869.655,-. 
Sampai dengan Pengugat mengajukan gugatannya, hutang tersebut belum dibayar.  

Pengadilan Negeri berpendapat, yang harus digugat adalah PT. Cikembang, yang 
diwakili oleh Direkturnya yang sekarang, bukan Direkturnya yang telah berhenti, yaitu 
Tergugat Ny. Maryam Abas.17 

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan :  
 
“..., akan tetapi apabila kewajiban hukum tersebut adalah tanggung jawab PT. 
Cikembang sebagai “rechts persoon” maka yang harus disebutkan dalam gugatan 
adalah pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab dari suatu badan hukum 
adalah melekat pada badan hukum itu sendiri.”18  
 
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Tinggi, 

sehingga menolak permohonan kasasi dari Penggugat, Herman Rachmat tersebut.19 
 
Putusan Mahkamah Agung lainnya yang menarik adalah Ny. Sardjiman PS v. 

Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 597 K/Sip/1983 (1984), dimana 
Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, karena dalam hal ini ia 
bertindak untuk dan atas nama P.T. sehingga hanya P.T. sajalah yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Atas hutang-hutang P.T. tidak dapat diadakan “conservatoir 
beslag” terhadap harta pribadi direkturnya. 

Penggugat Ny. Sardjiman PS, telah biasa menjual bahan-bahan bangunan kepada 
Tergugat I. Pada bulan Februari 1979, Tergugat I telah mengambil bahan-bahan bangunan 
berupa semen, besi beton, dan lain-lain seharga Rp. 1.625.625,-. Hutang tersebut belum 
dibayar sehingga merugikan Penggugat sebagai pedagang kecil. Tergugat I Subardi, dalam 
jawabannya, menyatakan yang seharusnya menjadi Tergugat hanya Tergugat II. PT. Sapta 
Manggala Tunggal, karena Tergugat I dirinya selalu Direktur Utama PT. Sapta Manggala 
Tunggal tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang Perseroan tersebut. Begitu juga tidak 
dapat dilakukan “conservatoir beslaag” atas rumah pribadinya. 

Pengadilan Negeri Jogyakarta, dalam pertimbangannya menyatakan, antara lain, 
karena Tergugat I menandatangani pesanan-pesanan bahan bangunan tersebut sebagai 
Wakil Direktur, maka ia tidak bisa lepas dari hutang yang dibuat PT. Sapta Manggala 
Tunggal. 

Dalam putusannya, Pengadian Negeri Jogyakarta, menyatakan sah dan berharga sita 
jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat I dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II 
PT. Sapta Manggala Tunggal secara tanggung renteng membayar Rp. 1.625.625,- kepada 
Penggugat.20 

                                                 
17 Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 188/1978/C/Bdg (1979). 
18 Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 244/1979/Perd.PTB (1979). 
19 Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 268 K/Sip/1980 (1982). 
20 Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 88/1979/Pdt/G/PN.Yk (1980). 
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Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya, antara 
lain, menyatakan : “Tidak tepat alasan Pengadilan Negeri bahwa sdr. Subardi, Tergugat I 
telah menandatangani pesanan-pesanan kepada Penggugat atas nama PT. Sapta Manggala 
Tunggal, maka Tergugat I tidak dapat lepas begitu saja dari tanggung jawab atas 
tindakannya”, sebab seorang yang menandatangani suatu surat atas nama orang lain, tidak 
dapat secara pribadi dimintai pertanggungjawaban mengenai isi surat tersebut. 

PT. Sapta Manggala Tunggal telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Kehakiman, diumumkan dan didaftarkan sesuai Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD), dan oleh karena itu tanggung jawab terhadap para kreditur Perseroan 
Terbatas hanya pada Perseroan Terbatas itu saja sebagai badan hukum, maka sebagai 
demikian memiliki kekayaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri terpisah dari 
kekayaan para pemegang saham masing-masing. Tergugat I menjabat Direktur perusahaan 
dan dalam pesanan-pesanan selalu dengan kepala surat “PT. Sapta Manggala Tunggal” dan 
menurut saksi-saksi juga pesanan itu untuk perusahaan.  

Pengadilan Tinggi berpendapat, terbukti menurut hukum, Tergugat I memesan dan 
menerima barang-barang pesanan untuk dan atas nama PT. Sapta Manggala Tunggal. 
Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jogya. 
Pengadilan Tinggi menetapkan jual beli hanya antara Penggugat dan Tergugat II, PT. Sapta 
Manggala Tunggal.21 

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi 
tersebut dan menyatakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jogyakarta tidak sah 
dan tidak berharga.22  

 
Perkara berikut ini juga diputuskan pada saat masih berlakunya Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang antara PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. 
Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonadi Hamidjojo, No. 419/K/Pdt/1988 (1993). Dalam 
perkara ini Mahkamah Agung juga berpendapat, bahwa tidak dapat seorang direktur 
dituntut secara pribadi, sedangkan seharusnya P.T. bersangkutan yang digugat, karena P.T. 
merupakan suatu badan hukum tersendiri. 

Perkara ini bermula dari Penggugat sebagai “Surety Company” mengadakan 
perjanjian dengan Tergugat I, secara bersama-sama memberi jaminan kepada pihak ketiga 
pemilik proyek. Apabila yang dijamin (kontraktor), Tergugat I lalai menjalankan 
kewajibannya terhadap pemilik proyek, maka kontraktor harus membayar ganti rugi. 

Apabila kontraktor, Tergugat I, tidak mampu membayar, maka “Surety Company” 
akan membayar kerugian yang timbul, sampai jumlah maksimum nilai penjaminan kepada 
pemilik proyek. 

Selanjutnya, Tergugat I bersama-sama dengan indemnator, Tergugat II, membayar 
kembali segala biaya kerugian yang dikeluarkan Tergugat I ditambah bunga 8% setahun. 
Hal tersebut di atas dituangkan dalam perjanjian tanggal 14 Januari 1982.  

Akibat kelalaian Tergugat I, selaku kontraktor dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan prasarana Balai Pendidikan Latihan Keuangan (BPLK) dan Kampus STAN, 
Penggugat selaku Surety Company telah membayar kepada pemilik proyek sebesar Rp. 
                                                 

21 Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 27/1982/Pdt/PT.Yk (1982).  
22 Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 597 K/Sip/1983 (1984). 
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137.486.055,78,-. Ternyata Tergugat I tidak dapat membayar jumlah uang tersebut kepada 
Penggugat, sehingga lahirlah perkara ini, dimana Tergugat I Setiarko, dan Tergugat II 
KR.T.Rubyanto Argonadi Hamidjojo, masing-masing untuk diri sendiri dan selaku Direktur 
perusahaan menjadi Tergugat. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat, karena tidak digugatnya PT. Graha 
Gapura dimana Tergugat I Setiarko sebagai Direktur, maka mengakibatkan gugatan 
menjadi kabur. Menurut Pengadian Negeri, Tergugat I yang telah diberhentikan sebagai 
Direktur adalah bukan unsur yang bertanggung jawab lagi terhadap PT. Graha Gapura, 
karena ia yang menandatangani perjanjian tersebut untuk kepentingan PT. Graha Gapura.  

Pengadilan Negeri menyatakan gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat diterima. 
Selanjutnya, mengenai digugatnya Tergugat II KRT.Rubyanto Argonadi Hamidjojo dalam 
kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Rencong Aceh Semen, yang hingga perkara 
tersebut timbul, masih menjabat, maka sebagai unsur yang bertanggung jawab atas P.T. 
yang dipimpinnya, gugatan terhadap dirinya sudah tepat dan dapat diterima. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan, bahwa kerugian sebesar 
Rp. 137.468.055,78,- tersebut harus ditanggung oleh PT. Graha Gapura dan PT. Rencong 
Aceh Semen secara tanggung renteng. Pengadilan Negeri menghukum Tergugat II sebagai 
Direktur Utama dan mewakili PT. Rencong Aceh Semen untuk membayar kepada 
Penggugat bagiannya dan hutang, yaitu setengah dari hutang kepada Penggugat.23 

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
tersebut, dengan menyatakan gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat diterima dan 
menghukum Tergugat II sebagai Direktur Utama dan mewakili PT. Rencong Aceh Semen 
untuk membayar setengah dari hutang tersebut kepada Penggugat.24 

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Perseroan Terbatas 
(PT) adalah badan hukum dan merupakan subjek hukum, dan dalam perkara ini PT. Graha 
Gapura dan PT. Rencong Aceh Semen yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian 
umum tentang ganti rugi dengan PT. (Persero) Arusansi Kerugian Jasa Raharja 
(Penggugat), sehingga gugatan seharusnya diajukan terhadap PT. Graha Gapura dan PT. 
Rencong Aceh Semen dan bukan kepada Direkturnya. 

Menurut Mahkamah Agung, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan 
Tinggi Jakarta telah keliru dalam pertimbangannya tersebut di atas mengenai gugatan 
terhadap Tergugat asal I dan Tergugat asal II yang ditunjuk kepada orang-orangnya selaku 
pribadi dan selaku Direktur PT. Rencong Aceh Semen. Apalagi gugatan tersebut diterima 
atau tidaknya digantungkan kepada masih atau tidaknya orang-orang yang digugat tersebut 
menjabat sebagai Direktur Perseroan Terbatas tersebut. Oleh karena itu putusan Pengadilan 
Tinggi Jakarta sekedar mengenai gugatan terhadap Tergugat asal II haruslah dibatalkan.  

Selanjutnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-
pemohon kasasi Setiarko untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT. Graha Gapura dan 
KRT. Rubyanto Argonadi Hamidjojo untuk diri sendiri dan selaku Direktur Utama PT. 
Rencong Aceh Semen. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

                                                 
23 PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonadi 

Hamidjojo, No. 047/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Sel (1986). 
24 PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonadi 

Hamidjojo, No. 350/Pdt/1987/PT.DKI (1987) 



 16

tanggal 27 Agustus 1987, No. 350/Pdt/1987/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan tanggal 20 November 1986, No. 047/Pdt/G/1986/PN/Jkt.Sel. 

Mahkamah Agung menyatakan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak 
dapat diterima.25  

              
 

Tanggung Jawab Pribadi Direktur  
Perseroan Terbatas 

 
Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, menyatakan 

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. 

Pasal 97 ayat (1) menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tersebut di atas. Ayat (2) pasal 
ini menyatakan, pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), wajib 
dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara 
pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Direksi 
terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi (ayat 
4). 

Pasal 97 ayat (5) menyatakan anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan 
atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :  

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan  
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian 

tersebut.  
 
Didalam mengelola perusahaan, Direktur memiliki kebebasan tertentu mengelola 

perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Jika Direktur melakukan 
kesalahan, perusahaan yang membayar ongkosnya.  

Direktur tidak dapat dituntut didepan Pengadilan sebagai merugikan perusahaan 
sepanjang keputusannya itu tidak terjadi karena kelalaiannya didalam proses pengambilan 
keputusan. Tidak seorang pun mau menjadi Direktur, bila ia bertanggung jawab bila 
perusahaan mengalami kerugian, dalam arti usaha bisnis adakalanya rugi disamping 
untung. 

Hakim tidak bisa menjadi “Direktur kedua” yang membuat keputusan bisnis, karena 
hakim tidak mempunyai kompetensi dalam membuat keputusan bisnis. Business Judgment 
                                                 

25 PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonadi 
Hamidjojo, No. 419/K/Pdt/1988 (1993). 
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Rule, adalah aturan bahwa keputusan Direktur adalah valid dan mengikat dan tidak bisa 
dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham. 

Namun “Business Judgment Rule” tidak pula melindungi Direktur, bila ia 
melanggar “duty of loyality”. “Business Judgment Rule”  hanya melindungi Direktur, bila 
ia dalam memutus menyakini bahwa putusan itulah yang terbaik untuk perusahaan, 
bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.     

 
Pasal 97 ayat (3) menyatakan, seseorang anggota Direksi bertanggung jawab secara 

pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya. Ia tidak menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 
(ayat 2).  

Bunyi Pasal 97 ayat (2) sama dengan bunyi Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas yang baru sama dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1995 yang lama.  

Jika melihat kebelakang, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
menyatakan, bahwa tanggung jawab pengurus adalah tak lebih dari pada menunaikan tugas 
yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka pun karena segala perikatan 
dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. 

Apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam Akta, atau tentang perubahan 
yang kemudian diadakan mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang 
karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itu masing-masing dengan diri sendiri 
bertanggung jawab untuk seluruhnya.  

 
Suatu putusan Mahkamah Agung yang menarik adalah tentang tanggung jawab 

seorang Direktur bank yang menarik cek kosong atas nama bank tersebut dengan itikad 
tidak jujur. Mahkamah Agung berpendapat karena Direktur tersebut adalah salah seorang 
yang ditentukan oleh Tergugat, Bank tersebut, untuk menarik Banker’s Cheque atas nama 
Bank, maka akibat apapun dari perbuatan Direktur tersebut adalah tanggung jawab 
sepenuhnya dari Bank (Tergugat), lebih-lebih karena ternyata bahwa cheque dalam perkara 
ini telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat. Tanggung jawab pribadi Direktur 
tersebut, merupakan prosedur intern bank. 

 Dalam Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 367 
K/Sip/1972, perkara ini bermula dari Penggugat yang memiliki satu lembar cheque Bank 
Negara Unit I yang diberikan oleh Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan 
kepada Penggugat tanggal 21 April 1967 berjumlah Rp. 2.000.000,-. Bank Negara Unit I 
pada tanggal 25 April 1967 karena Tergugat tidak mempunyai saldo yang cukup pada Bank 
Negara Unit I Medan. 

Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa Tergugat 
tidak membantah bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan oleh 
Tergugat untuk menandatangani cheque Tergugat yaitu berupa “banker’s cheque”. Bahwa 
kemudian ternyata cheque-cheque tersebut disalahgunakan oleh Mak Kim Goan sebagai 
Direktur, keadaan ini tidak dapat dibebankan kepada orang luar. Oleh karenanya 
Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat, menghukum Tergugat PT. Bank 
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Persatuan Dagang Indonesia membayar kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- ditambah bunga 
6% sejak tanggal 25 April 1967.26 

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa gugatan Penggugat 
tidak tepat pada sasarannya dengan alasan berikut ini. 

Mak Kim Goan sebagai Direktur setelah diberitahu oleh saksi pertama, bahwa 
posisi Bank yang tidak mungkin untuk mengeluarkan Banker’s Cheque, ternyata tidak 
mengindahkan hal tersebut. Padahal ini telah menjadi ketentuan yang harus dituruti oleh 
Direktur. Kemudian ternyata cheque dimaksud tidak disuruh bukukan oleh Mak Kim Goan.  

Menurut Pengadilan Tinggi, Mak Kim Goan telah memperalat Tergugat (PT. Bank 
Persatuan Dagang Indonesia) untuk kepentingan pribadinya. Perbuatannya itu jelas 
melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya, jadi ia beritikad tidak jujur. 

Keadaan seperti tersebut di atas tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada 
PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia (Tergugat), akan tetapi adalah tanggung jawab Mak 
Kim Goan pribadi. 

Dengan alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Medan.27 

 
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat, antara lain, bahwa Tergugat 

mengakui Mak Kim Goan bertindak untuk mengeluarkan dan menarik Banker’s Cheque, 
sehingga Penggugat berhak menagih jumlah yang disebutkan dalam cheque tersebut. 
Penarikan sheque tersebut adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat dan memenuhi 
syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan Penggugat tidak 
mengetahui kepalsuan cheque tersebut.  

Keberatan-keberatan Penggugat seperti diuraikan di atas dapat dibenarkan, karena 
Tergugat megakui bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan Tergugat 
untuk menarik Banker’s Cheque. Jadi soal prosedure intern adalah tanggung jawab 
Tergugat sendiri, terlebih-lebih Banker’s Cheque dalam perkara ini ditarik tanpa ada 
paksaan dan tipu muslihat.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. 
Disamping itu, Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, dengan 
menetapkan bunga 6% setahun, bukan 6% sebulan seperti diputuskan Pengadilan Negeri 
Medan.28  

 
Perkara PT. Evergreen  Printing Glass v. Willem Siharto Hoetahoeroek dan 

BNI 46 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977), berkenaan pula dengan apakah 
seorang Direktur bertanggung jawab pribadi, karena dalam meminjam uang dipersangkakan 
tidak mendapat persetujuan dari salah seorang Komisaris.  

Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan antara lain, bahwa Tergugat I melanggar 
Pasal 10 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan, dimana untuk meminjam uang atas nama 
perseroan dan mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin haruslah Presiden 

                                                 
26 Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 268/1968 (1968). 
27 Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No.361/1969 (1971). 
28 Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 367 K/Sip/1972 (1973). 
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Direktur mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya seorang anggota Direksi dan dua 
orang Komisaris. Penggugat menyatakan salah satu Komisaris yaitu Ny. Soerta Hasiholan 
Hoetahoeroek Rajagukguk telah meninggal dunia dua hari sebelum surat persetujuannya 
dilegalisir oleh Notaris pada tanggal 29 Desember 1975, sehingga Surat Kuasa itu tidak 
sah. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Dalam bantahannya, Tergugat I mengatakan telah mendapat persetujuan dari semua 
persero untuk menandatangani Perjanjian Membuka Kredit untuk dan atas nama perseroan. 
Begitu juga surat persetujuan dari Ny. Soerta Hasiholan Hoetahoeroek Rajagukguk 
diberikannya dua hari sebelum ia meninggal, yang waktu itu tidak diberi tanggal. Surat ini 
yang dilegalisir Akta Notaris pada tanggal 29 Desember 1975, 2 hari setelah yang 
bersangkutan meninggal. Tanda tangan surat yang dilegalisir tersebut tidak palsu atau 
dipalsukan. Dengan demikian terbukti Tergugat I tidak beritikad buruk dan tidak 
melakukan perbuatan melawan hukum. 

Oleh karena penandatanagan Perjanjian Membuka Kredit tersebut oleh Tergugat I, 
telah mendapat persetujuan dari seorang anggota Direksi dan dua orang Komisaris, oleh 
karenanya Tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT. Evergreen Printing Glass 
(Penggugat), maka yang harus bertanggung jawab mengembalikan pinjaman tersebut 
adalah Penggugat. 

Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Penggugat tidak menyangkal kebenaran 
tanda tangan Ny. Soerta Rajagukguk, salah seorang komisaris yang meninggal dunia, dan 
Penggugat tidak menyangkal adanya persetujuan Komisaris tersebut sebelum meninggal 
dunia untuk mendapatkan kredit tersebut. Oleh karenanya secara materiil persetujuan untuk 
mendapatkan kredit tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Akta Pendirian 
Perseroan. 

Dalam perkara ini, seperti diterangkan sebelumnya (halaman 7 dan 8), Pengadilan 
berpendapat, karena statur Penggugat PT. Evergreen Printing Glass belum merupakan 
badan hukum, maka seluruh pengurusnya bertanggung jawab atas kredit tersebut.29 

 
Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, menyatakan 

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (2) pasal ini selanjutnya menyatakan, Direksi 
berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kebijakan yang dipandangnya tepat, daam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang 
Perseroan Terbatas ini dan/atau Anggaran Dasar. 

Kemudian Pasal 97 ayat (1) menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas 
pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Ayat (2) 
menyebutkan, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap 
anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ayat (3) 
menentukan, bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 
Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

                                                 
29 PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta 

Kota, No. 220/1976 G (1977). 
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Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti diuraikan di atas pada 
prinsipnya sama dengan Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Pasal 85 ayat (1) 
berbunyi : “Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”. Ayat (2) pasal ini menyatakan,  
setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru lebih jelas mengenai tanggung 
jawab Direksi atas perbuatannya yang tidak mendapat persetujuan Komisaris, padahal 
persetujuan tersebut diwajibkan oleh Anggaran Dasar Perseroan.  

 
“Ultra Vires” 

 
Mahkamah Agung pada tahun 1996 pernah memutuskan bahwa hutang yang dibuat 

oleh Direksi tanpa persetujuan Komisaris sebagaimana yang diharuskan dalam Anggaran 
Dasar, menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.  

Dalam perkara PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan 
Mediarto Prawiro, No. 3264 K/Pdt/1992 (1996), sengketa yang bermula dari Tergugat III 
Mediarto Prawiro yang mengakui berhutang kepada PT. Dhaseng Ltd (Tergugat I) dan PT. 
Interland Ltd (Tergugat II) sebesar Rp. 342.480.158,72,-. 

Tergugat I dan II adalah suatu P.T. yang telah mendapat pengesahan dari 
Departemen Kehakiman, akan tetapi belum didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat serta 
belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, sehingga berdasarkan Pasal 39 Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Tergugat III sebagai Presiden Direktur wajib 
bertanggung jawab secara pribadi dan seluruhya terhadap pihak ketiga untuk perbuatan-
perbuatannya. 

Berdasarkan “Surat Perjanjian Pembayaran Tekstil” dan persetujuan tanggal 22 
Oktober 1985, Tergugat III untuk diri sendiri maupun sebagai Presiden Direktur dari 
Terggugat I (PT. Dhaseng Ltd) dan Tergugat II (PT. Interland Indonesia Ltd) telah 
mengadakan perjanjian dengan Penggugat. 

Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat berkali-kali meminta pembayaran dari 
para Tergugat, tetapi para Tergugat mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan uang klaim 
asuransi beum diterima. Padahal PT. Asuransi Dharma Bangsa telah membayar klaim 
asuransi tersebut kepada para Tergugat. Oleh karena Penggugat, mohon Pengadilan Negeri 
memutuskan menghukum para Tergugat, antara lain secara tanggung renteng membayar 
Rp. 342.480.158,72,- dengan bunga 3% perbulan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 1986 
sampai hutang dibayar seluruhnya.  

Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak 
berwenang mengadili perkara ini, karena semua Tergugat berkedudukan di Jakarta. 
Selanjutnya, menurut para Tergugat, perjanjian tidak sah karena tidak ada tanggal, 
ditandatangani dalam keadaan panik karena para Tergugat mendapat musibah kebakaran. 
Akhirnya, perjanjian yag menyatakan hutang sebesar Rp. 342.480.158,72,- tidak ada dasar 
hukumnya, karena tidak ada bukti-bukti pembelian tekstil. 

Pengadilan Negeri dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 
Pengadilan Negeri mendasarkan putusannya tersebut kepada hal-hal berikut dibawah ini : 
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1. Dari bukti surat, ternyata Tergugat III, Mediarto Prawiro, telah bertindak untuk “diri 

sendiri” dan sebagai “Presiden Direktur” dari PT. Dhaseng dan PT. Interland, telah 
berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 342.480.158,72,- yang berasal dari 
pembelian barang-barang dari Penggugat dan berjanji melunasi hutang tersebut, 
setelah menerima pembayaran asuransi kebakaran dari “Asuransi Dharma Bangsa”. 

2. Menurut Anggaran Dasar PT. Dhaseng dan PT. Interland, pada pasal 11 (2) 
ditentukan masing-masing anggota direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari 
Komisaris untuk : l. Meminjam uang. 2. memperoleh; memberati atau 
mengasingkan ”harta tetap” Perseroan. 3. mengikat perseroan sebagai Penjamin. 

3. Dalam  membuat ”Surat Perjanjian Pengakuan Hutang” Rp. 342.480.158,72,- 
Presiden Direktur, Tergugat III, Mediarto Prawiro telah memberati Tergugat I dan 
II, tanpa ada persetujuan Komisaris. Karena itu, tindakan Tergugat III, Mediarto 
Prawiro, merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadinya pula, 
dan bukan menjadi tanggung jawab PT. Dhaseng dan PT. Interland. 

4. Bilamana Penggugat merasa dirugikan maka ia harus menggugat pribadi Mediarto 
Prawiro secara terpisah dan tersendiri tanpa mengaitkan dengan PT. Dhaseng dan 
PT. Interland.30 
 

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat, bahwa : 
 

1. Surat perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile, tidak dapat digolongkan 
mengikat perseroan sebagai Penjamin (Pasal 11 (2) Anggaran Dasar PT. Dhaseng). 

2. Surat perjanjian pengakuan pembayaran hutang bahan textile yang menjadi hutang 
kedua perseroan Badan Hukum tersebut, adalah merupakan pembelian bahan textile 
yang termasuk dalam ”bidang usaha” kedua Perseroan tersebut, sehingga Tergugat 
III, Mediarto Prawiro sebagai Direktur tetap berwenang dan syah melakukan 
pembuatan ”Surat Perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile", tanpa 
persetujuan Komisaris. 

 
Berdasar hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri.31  
 
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Tinggi salah 

menerapkan hukum. Mahkamah Agung berpendapat, antara lain, bahwa :  
 

1. Tindakan Tergugat III, Mediarto Prawiro, (Presiden Direktur) untuk dan atas nama 
Badan Hukum (para Tergugat I, PT. Dhaseng dan Tergugat II PT. Interland) dengan 
memakai ”causa” sebagai hutang pengambilan bahan-bahan textile dari Penggugat, 

                                                 
30 PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan Mediarto Prawiro, No. 

269/Pdt.G/1990/PN.Bdg (1991).   
31 PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan Mediarto Prawiro, No. 

453/Pdt/1991/PT.Bdg (1992) 
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adalah sama makna dan bentuk serta tujuannya dengan ”pengertian” yang disebut 
dalam Pasal 11 (2) Anggaran Dasar kedua Badan Hukum tersebut.  

2. Oleh karena itu agar supaya tindakan Tergugat III (Mediarto Prawiro) Presiden 
Direktur, menjadi sah dan berkekuatan hukum, maka harus ada persetujuan 
Komisaris atas tindakan Presiden Direktur tersebut. 

3. Tujuan pembatasan kewenangan Direktur dari suatu Perseroan disebut The Ultra 
Vires Rule yakni, aturan yang menentukan bahwa Direksi, tidak boleh bertindak 
melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran 
Dasar Perseroan. 

4. Dalam perkara ini, tindakan Tergugat III Presiden Direktur, yang membuat Surat 
Pernyataan hutang kepada penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan II (Badan 
Hukum), tanpa persetujuan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan Pasal 11 (2), merupakan tindakan yang bersifat Ultra Vires. Tindakan 
tersebut sudah berada diluar batas kewenangan Presiden Direktur. Tindakan 
tersebut, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum - tidak mengikat pada 
Badan Hukum (Tergugat I dan II), sesuai dengan asas pertanggungjawaban terbatas 
yang melekat pada Badan Hukum.  

5. Dengan alasan tersebut, maka tuntutan atas hutang yang dibuat Tergugat III 
(Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (Tergugat I dan II), tidak 
dapat dituntut pemenuhannya kepada Badan Hukum tersebut, sehingga gugatan 
penggugat terhadap Tergugat I dan II harus ditolak. 

6. Hutang kepada Penggugat (PT. Usaha Sandang) yang dibuat oleh Presiden Direktur 
(Tergugat III) untuk dan atas nama PT. Dhaseng Ltd dan PT. lnterland Ltd, tanpa 
persetujuan Komisaris tersebut, menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat III 
(Mediarto Prawiro) untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat. 

 
Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan 

menyatakan Tergugat III bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatannya, yaitu 
membayar hutang sebesar Rp. 342.480.158,72,- dan bunga 2% perbulan.32 
 

Suatu putusan Mahkamah Agung lainnya yang menarik berkenaan dengan tindakan 
Direksi yang dilakukannya tanpa mendapat persetujuan Komisaris, dapat dilihat dalam 
perkara antara PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 
030 K/N/2000 (2000). Perkara ini bermula dari adanya putusan pailit Pengadilan Niaga 
Jakarta No. 51/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana PT. Indosurya Mega Finance 
memohon agar Pengadilan mempailitkan PT. Greatstar Perdana Indonesia, karena yang 
belakangan ini tidak melakukan pembayaran atas Surat Sanggup sebesar Rp. 
2.000.000.000,- yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon. 

Dipersidangan Pengadilan Niaga, Budi Handoko sebagai Direktur PT. Greatstar 
Perdana Indonesia menerangkan bahwa ia telah menandatangani Surat Sanggup dimaksud 
dengan niat baik membantu, karena dibujuk oleh saudara Henry Direktur PT. Indosurya 

                                                 
32 PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan Mediarto Prawiro, No. 3264 

K/Pdt/1992 (1996). Lihat juga Ali Boediarto, “The Ultra Vires Rule Mengikat Direktur Korporasi”, Varia 
Peradilan : 160-10.  
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Mega Finance. Besar dugaan Termohon, Surat Sanggup tersebut akan dipakai oleh 
Pemohon untuk mengganti surat-surat promes palsu atas nama PT. Greatstar Perdana 
Indonesia dan PT. Bintang Raya Lokal Lestari. Termohon telah melaporkan Tindakan 
menerbitkan surat-surat promes palsu tersebut kepada yang berwajib. Menurut Pemohon 
pula, berdasarkan Anggaran Dasar perseroannya, pembuatan surat sanggup harus mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris, sedangkan Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 
diterbitkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris perseroan.  Oleh karena 
itu Termohon memohon Pengadilan Niaga membatalkan permohonan pailit tersebut. 

Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat 
Sanggup 6 Pebruari 1998 telah memenuhi persyaratan formal. Alasan Termohon tidak 
didukung bukti-bukti, disamping itu seorang Direktur harus dapat memperhitungkan akibat 
hukum dari tindakan menandatangani surat. Walaupun Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) 
Anggaran Dasar perusahaan Termohon menentukan Direksi harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Komisaris untuk sahnya tindakan Direksi perseroan, hal itu hanya berlaku 
intern dan tidak dapat megikat dan berlaku ekstern terhadap pihak ketiga. 

Menurut Pengadilan Niaga, perseroan harus bertanggung jawab terhadap pihak 
ketiga tersebut, sekalipun ada perbuatan yang melampaui batas wewenang dari Direksi. 

Pengadilan Niaga Jakarta kemudian mengabulkan permohonan pailit yang diajukan 
oleh PT. Indosurya Mega Finance dan menyatakan pailit Termohon PT. Greatstar Perdana 
Indonesia.33 

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam membahas akibat hukum dari Surat 
Sanggup tersebut di atas, berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Greatstar Perdana 
Indonesia. Anggaran Dasar menentukan, dalam menerbitkan Surat Sanggup anggota 
Direksi harus mendapat persetujuan dari seorang Komisaris. Oleh karena dalam Surat 
Sanggup tanggal 6 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Budi Handoko, Direktur PT. 
Greatstar Perdana Indonesia, tanpa adanya persetujuan tertulis dari seorang Komisaris 
maka Surat Sanggup tersebut tidak mengikat Termohon (PT. Greatstar Perdana Indonesia), 
melainkan hanya mengikat Budi Handoko pribadi. Oleh karenanya permohonan pailit yang 
diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon harus ditolak.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan 
lainnya yang diajukan oleh Pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan 
untuk mengabulkan permohonan kasasi PT. Greatstar Perdana Indonesia, yaitu 
membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2000.34    
 
 

“Piercing The Corporate Veil” 
 

Suatu putusan Mahkamah Agung yang menarik lainnya pada tahun 1996, ketika 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas baru berlaku, berkenaan 
dengan Direksi yang tidak beritikad baik. 

                                                 
33 PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 51/PAILIT/2000/PN. 

NIAGA.JKT.PST (2000).   
34 PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 030 K/N/2000 (2000). 
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Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
menyatakan Direksi wajib menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh 
secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut 
(ayat 2). Ketentuan ini sama dengan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 
Perseroan yang baru. 

Dalam perkara PT. Bank Perkembangan Asia v. PT. Djaja Tunggal cs, No. 1916 
K/Pdt/1991 (1996), Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Menurut 
Mahkamah Agung, pertanggungjawaban suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dipikulkan 
kepada para pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama 
P.T. mengandung persekongkolan dengan itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada 
pihak lain. 

Dalam perkara ini Tergugat II, III, IV dan V sebagai Direksi atau Komisaris PT. 
Bank Perkembangan Asia dan sekaligus pula sebagai Direksi atau Komisaris PT. Djaja 
Tunggal (Tergugat I), meminjamkan uang kepada Tergugat I tanpa analisis kredit. Mereka 
pun sudah tahu anggunan kredit tersebut adalah tanah Hak Guna Bangunan sudah habis 
waktunya pada tanggal 24 September 1980, sehingga sudah menjadi Tanah Negara. 

Sengketa ini bermula dari PT. Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman 
kredit kepada PT. Djaja Tunggal, yang setelah beberapa kali diperpanjang berjumlah Rp. 
5.502.293.038,84,-. Perjanjian kredit diberikan dengan jaminan tanah Hak Guna Bangunan 
No. 39 dan No. 40 berikut bangunan pabrik atas nama PT. Djaja Tunggal. 

Pada saat semua pinjaman kredit tersebut jatuh tempo, PT. Djaja Tunggal tidak 
dapat membayar. Perusahaan ini berhenti beroperasi karena menderita rugi 75%, sehingga 
perusahaan menyatakan diri tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat dalam 
keadaan insolvensi. Ternyata Direktur dan Komisaris Bank pemberi kredit sama orangnya 
dengan Direktur dan Komisaris PT. Djaja Tunggal. Ternyata pula, anggunan tanah Hak 
Guna Bangunan No. 39 dan 40 telah habis masa berlakunya, sehingga statusnya menjadi 
tanah negara. 

Kekalutan PT. Bank Perkembangan Asia menyebabkan Bank Indonesia mengganti 
pengurus Bank, dan Bank mengajukan gugatan kepada bekas Direksi dan Komisarisnya 
serta PT. Djaja Tunggal. 

Dalam jawabannya, para Tergugat menyatakan, antara lain, hutang tersebut adalah 
hutang PT. Djaja Tunggal dan karenanya menjadi tanggung jawab PT. Djaja Tunggal, 
sebatas harta kekayaan perusahaan tersebut. Oleh karenanya Tergugat II dan sampai V 
secara pribadi tidak harus dimintai tanggung jawab terhadap hutang PT. Djaja Tunggal 
(Tergugat I).  

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya, antara lain, menyatakan : 
 

1. Tergugat I, PT. Djaja Tunggal berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 
5.502.293.038,83,-. 

2. Tergugat I, PT. Djaja Tunggal telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.  
3. Tergugat II-III-IV-V-VI dan VII melakukan perbuatan melawan hukum oleh 

pengurus. 
4. Menghukum Tergugat I, PT. Djaja Tunggal untuk mengembalikan seluruh 

pinjamannya berikut bunga Rp. 5.502.293.038,83,-. 
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5. Menghukum Tergugat II-III-IV-V-VI-VII untuk membayar ganti kerugian Rp. 
100.0000.000,- secara tunai kepada Penggugat.35   
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri Bogor tersebut di atas.36 
Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan, adalah merupakan fakta, bahwa 

yang menjadi pengurus dari Tergugat I adalah bersamaan pula dengan pengurus dari 
Penggugat sebelum Penggugat sebagai PT. Bank Perkembagan Asia diambil alih Bank 
Indonesia karena mengalami kekalahan kliring. Dengan demikian pada diri Tergugat I dan 
Penggugat I pada saat terjadi pemberian kredit bersatu pada diri Tergugat II sampai dengan 
V. Jadi pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan direalisasi Dewan Direksi dan Dewan 
Komisaris dari Penggugat dan Tergugat sebagai Badan Hukum (PT) bersatu pada diri para 
tergugat tersebut. 

Berdasarkan fakta dimaksud dihubungkan dengan cara pemberian kredit dari 
Penggugat yang nota bene dikuasai oleh para Tergugat II-V, yang diberikan kepada 
perusahaan yang mereka kuasai pula (Tergugat I : PT. Djaja Tunggal), dapat diduga adanya 
persekongkolan dan itikad buruk pada diri para Tergugat I, II, III, IV dan V. Dalam kasus 
seperti ini telah dikembangkan suatu ajaran hukum yang disebut “piercing the corporate 
veil” yakni pembatasan pertanggung jawaban dari suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat 
dipikulkan kepada pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas 
nama P.T. mengandung persekongkolan secara itikad buruk yang menimbulkan kerugian 
kepada pihak lain. Dalam perkara ini para Tergugat II, III, IV dan V sebagai pengurus dari 
PT. Perkembangan Asia (Penggugat) dan sekaligus pula pengurus dari Tergugat I (PT. 
Djaja Tunggal) dengan itikad buruk meminjamkan uang kepada Tergugat tanpa analisis 
kredit serta agunannya pun Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39-40 yang mereka sendiri 
tahu sudah habis waktunya pada tanggal 24 September 1980. Dengan demikian kerugian 
yang diderita Penggugat tidak hanya dibebankan kepada Tergugat I, tapi meliputi Tergugat 
II, III, IV dan V secara tanggung renteng. 

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 
Februari 1990. Mahkamah Agung memutuskan, antara lain, menyatakan Tergugat I, II, III, 
IV dan V berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.502.293.038,83,-. Menghukum 
Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar hutang tersebut secara tanggung renteng.37  

 
 

“Derivative Action” 
 

Putusan Mahkamah Agung lainnya yang juga cukup menarik adalah berkenaan 
dengan hak pemegang saham minoritas menggugat Direksi atas nama perusahaan.  

   
Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan, 

bahwa atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari 
jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

                                                 
35 PT. Bank Perkembangan Asia v. PT. Djaja Tunggal cs, No. 136/Pdt.G/1987/PN.Bgr (1988).  
36 PT. Bank Perkembangan Asia v. PT. Djaja Tunggal cs, No. 431/Pdt/1989/PT.Bdg (1990). 
37 PT. Bank Perkembangan Asia v. PT. Djaja Tunggal cs, No. 1916 K/Pdt/1991 (1996), 
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Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan 
kerugian pada Perseroan. 

Jika dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung 
jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah 
atau lalai menjalankan tugasnya. 

Kedua ketentuan tersebut di atas sama dengan Pasal 85 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995.  

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sebelumnya berlaku, tidak 
mengatur gugatan “derivative action” ini, yang boleh dikatakan berasal dari hukum 
perusahaan sistem “Common Law”. 

Dalam perkara PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan 
Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel (2002), Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan memeriksa gugatan PT. Dwi Satrya Utama, pemegang saham 45% PT. ICI Paints 
Indonesia, terhadap 2 (dua) orang Direktur PT. ICI Paints Indonesia itu sendiri.  

Penggugat mendalilkan, bahwa para Tergugat telah merugikan perusahaan, antara 
lain karena :  

 
1. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah 

dengan sewenang-wenang melakukan penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan 
Makarim & Taira oleh ICI Omicron BV untuk kepentingan PPG Industries, Inc yang 
berkeinginan melakukan pembelian Pabrik di Cimanggis tanpa persetujuan dua 
Direktur Wakil PT. Dwi Satrya Utama. (Berdasarkan the Master Sale and Purchase 
Agreement). 

2. Dengan selesainya tugas dari Konsultan Hukum tersebut, maka Tergugat I dan 
Tergugat II telah menyetujui pembayaran legal fee kepada masing-masing Konsultan 
Hukum tersebut S$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga 
belas Dollar Singapura) kepada Freshfields dan sebesar US$ 106.850,12 (seratus enam 
ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) kepada Makarim & 
Taira, padahal jasa Konsultan Hukum itu untuk kepentingan pihak lain bukan untuk 
kepentingan PT. ICI Paints Indonesia.  

3. Tergugat I dan Tergugat II telah sewenang-wenang menetapkan renumerasi General 
Manager yang sangat berlebihan tanpa melalui persetujuan seluruh Direksi PT. ICI 
Paints Indonesia sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dari Shareholders 
Agreement yang berbunyi : The day to day of the company shall be entrusted to a 
General Manager. The appointment of the General Manager will be made wits the 
approval of all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably 
withhold approval. 

4. Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah 
lalai melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dalam hal ini melarang General 
Manager untuk mentransfer dana sebanyak US$ 4.500.000,- (empat juta lima ratus 
ribu dollar Amerika Serikat) dari Bank di Indonesia ke Bank Luar Negeri. Padahal saat 
itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang mengkhawatirkan, dan telah 
dihimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia serta instansi untuk tidak 
melakukan transfer dana ke luar negeri. 
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5. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II bersalah atau lalai dalam menjalankan 
tugas untuk kepentingan dan usaha PT. ICI Paints Indonesia, sehingga kerugian yang 
diderita PT. ICI Paints Indonesia adalah merupakan tanggung jawab secara pribadi 
dari Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (Pasal 85 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). 

6. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas terbukti bahwa Tergugat I 
dan Tergugat II disamping telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Shareholders 
Agreement, juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : Setiap 
anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 
tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II 
telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PT. 
ICI Paints Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 

7. Kerugian yang diderita oleh PT. ICI Paints Indonesia sebagai akibat dari perbuatan 
malawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar S$ 
16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar 
Singapura) dan sebesar US$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh 
koma dua belas Dollar Amerika). 

8. Kerugian PT. ICI Paints Indonesia sebesar S$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan 
ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US$ 106.850,12 
(seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) itu 
terjadi sejak pembayaran kepada Konsultan Hukum sehingga mengurangi kemampuan 
cash flow PT. ICI Paints Indonesia dan nyata-nyata menghilangkan kesempatan untuk 
memperoleh bunga.         

 
Para Tergugat dalam bantahannya mengenai bukan pokok perkara (eksepsi) maupun 

dalam jawaban pokok perkara, membantah semua dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. 
Para Tergugat memohon Pengadilan untuk memutuskan agar Penggugat meminta maaf di 
Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut karena perbuatan 
hukum yang dilakukannya mencemarkan nama baik para Tergugat.  

 
Setelah mendengarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbukti penunjukkan Konsultan 
Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh PT. ICI Paints sebagai suatu kerugian akibat 
perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat 
yang tidak melarang trasfer uang sebanyak US$ 4.500.000,- pada Deustche Bank  
Singapore menimbulkan kerugian bagi PT. ICI Paints Indonesia. 

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan 
Penggugat seluruhnya. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 
dan menghukum Penggugat meminta maaf kepada para Tergugat di Harian Kompas dan 
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The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut dengan redaksi yang disetujui terlebih 
dahulu oleh para Tergugat.38  

Sayangnya belum didapatkan putusan Pengadilan Tinggi dan/atau putusan 
Mahkamah Agung mengenai sengketa ini. 
 
 

Pengelolaan Perusahaan Yang Baik  
(Good Corporate Governance) 

 
Pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah apabila 

organ-organ Perseroan Terbatas, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi dalam menjalankan 
fungsinya selalu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar 
Perusahaan, dan Peraturan Perusahaan. 

RUPS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris mengambil 
keputusan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar 
Perusahaan. 

Begitu juga Direksi dalam mengambil keputusan, menandatangani perjanjian 
dengan pihak lain harus mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar 
Perusahaan, dan Peraturan Perusahaan. Adakalanya, Direksi dalam tindakannya harus 
meminta persetujuan Komisaris, bahkan dalam beberapa hal harus mendapatkan 
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan quorum dan voting 
dengan prosentase tertentu. 

Begitu pula Direksi dalam memutuskan sesuatu harus tidak mempunyai 
pertentangan kepentingan dengan dirinya (conflict of interest). Dia mengambil kebijakan 
pertama-tama untuk kepentingan perusahaan, yang tidak selalu untuk kepentingan para 
pemegang saham. 

Pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), tidak hanya 
berarti mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan, tetapi juga menjalankan 
tanggung jawab sosial dari perusahaan (Corporate Social Responsibilities). Perusahaan 
mempunyai tanggung jawab sosial tidak merusak lingkungan atau merugikan konsumen 
karena barang yang cacat. 

Dalam menjalankan tugasnya ia memiliki “business judgment rule”, yaitu ia tidak 
dapat dituntut karena keputusannya ternyata mendatangkan kerugian pada perusahaan, 
sepanjang ia mengambil keputusan tersebut dengan penuh kehati-hatian, telah mengikuti 
ketentuan-ketentuan dalam perseroan, beritikad baik, tidak terdapat kelalaian atau 
penipuan. 
 

Kesimpulan 
 
Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia telah mengalami dua kali 

penggantian. Pertama, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang 
                                                 

38 PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN. 
Jak-Sel (2002). 
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memuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (1848-1995), kedua lahirnya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menggantikannya (1995-2007), dan 
akhirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru mulai berlaku 2007 ini. 

Tidak ada perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab Pemegang Saham 
dan Direksi, baik sebelum perseroan mendapat status badan hukum maupun sesudahnya. 
Pemegang Saham bertanggung jawab terbatas sebanyak saham yang disetornya dan Direksi 
bertanggung jawab karena jabatannya. Keduanya dapat menjadi bertanggung jawab pribadi 
apabila mereka beritikad buruk, melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau 
Anggaran Dasar perseroan. Hal tersebut tercermin dalam putusan-putusan hakim seperti 
yang diuraikan di atas, walaupun ada diantara putusan hakim tersebut yang berbeda 
penafsirannya. 

Undang-Undang adalah “law in the book”, putusan-putusan hakim dapat dikatakan 
merupakan “law in action”. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat menciptakan 
predictability, stability, dan fairness adalah suatu syarat mutlak untuk berperanannya 
Undang-Undang ini dalam mendorong pembangunan ekonomi. 

 
____________ 


